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BAB I
PEI{DAHT'LUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). UU Nomor 25 tahun 2004 pada pasal

7 juga menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus

membuat dan memiliki Rencana Ke$a (Renja) SKPD sebagai dokumen

perencanaan tahunan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra

SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan P1afon

Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebiijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi Masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2Ol7 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa

Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun tersebut apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan

perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berkenaan Kondisi

tersebut meliputi :

d

I-1



a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggararl

sebelumnya harus digunakan untuk tahun beq'alan

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Purworejo

sebagai Satuan Ke{a Perangkat Daerah pada Tahun 2022 telah

menyususun Rencana Ke{a Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun

2023. Seiring dengan pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan

Triwulan II ternyata terdapat berbagai perkembangan situasi dan kondisi

pelaksanaan yang mempengaruhi tercapainya target sasaran program,

kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat pada tahun 2023. Atas dasar hal

tersebut maka Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan

penyusunan Perubahan Rencana Keq'a Tahun 2023 untuk menyesuaikan

kembali perencanaan yang sudah berjalan dengan perkembangan kondisi

saat ini sehingga target sasara kinerja tahun 2023 dapat tercapai.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
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Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan [.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

63221;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunal

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang

Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447)

sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2010 Nomor 3);
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1.2. Peraturan Daerah Kabupaten Pur.wcrejc Ncrnor 3 Tahun 2Al2 ten+.ang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (l.embaran Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2O2l tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

(t embaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021

+ah+^nn Daoaa-^ D--.I-^-^',-^- I^--1-^ I\/t-----^L n^--^L t1^L"^^+--l!l1lal16lvl,lv@^5qlt4rlU4I5I:alra9uPqlLlr

Purworejo Tahun Anggaran 2021-2026 (kmbaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2O21 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerl'a Inspektorat

Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 82 Seri D

Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Punvorejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 202l-2026 (Berita

Daerah Tahun 2021 Nomor 144 Seri E Nomor 74) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2O22 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tatrun 2O2l

Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun

202l-2026 (Berita Daerah Tahun 2O22 Nomor 48 Seri E Nomor 44);

17. Peraturan Bupati Puru,orejo Nomor 66 Tahun 2022 tenlang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun

2O23 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66

Tahun 2022 tentang Rencana Keqja Pemerintah Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2023 (Benta Daerah Kabupaten Purworejo Tahun

2023 Nomor 29);

1.3. Maksud dan TrrJuan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun

2023 drmaksudkan cliantaranya adalah sebagai heriktrt :

a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perkembangan yang terjadi pada

saat ini yang mempengaruhi perencanaan sebelumnya sehingga

diperlukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tersebut

agar dapat mengakomodir perkembangan pada saat ini sehingga

target yang ditetapkan dapat tercapai.
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b. I\tlengevaluasi Rencana Kel'a Inspektorat sampai dengan tri'*,ulal II;
c. Mememenuhi ketentuan dalam penyusunzrn perencanaan

pembangunan daerah;

Sedangkan tuJuan penyusunar Perubahan Rencana Keq'a Inspektorat

Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam

penyusunan recana ke{a anggaran perubahan (RKAP) Tahun 2023.

1.4. Slstematlka Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD)

Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2O23 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAIT

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI REN.,A PERAITGKAT DA.ERAH TAIIUN

BERI(ENAAT{

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat

daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan,

analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah;

BAB III : REI{CANA XtR^rA DAN PEI{DANAAI{ PERAI{GXAT

DAERAII

Berisi tentang Rencana Kerj'a dan Pendanaan Perangkat

Daerah.

BAB TV : PEITUTUP

r AI'DTI'AII

t
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BAB II
Ef,IALUASI REITJA PERANGI{AT DAERAII

TIIIIUN BERI(EI{AAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja

memperhatikan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Provinsi, kabupaten/ kota sampai dengan Triwulan lI Tahun berkenaan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RenJa Sampal Dengan Trlwulan II Tahun

Berkenaan.

Pada Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan 3

program, 12 kegiatan. dan 54 Sub kegiatan. Adapun capaian target dan

realisasi kine{a program Inspektorat sampai dengan triwulan II, adalah

sebagai berikut :

1. Realisasi pogram/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, secara umum kegiatan dapat

memenuhi target kine{a keluaran yang telah direncanakan, karena

telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi kineq'a secara

berkala dan ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran dan target

kine{a menyesuaikan kebutuhan dan perubahan jadwal kinerja.

Adapun program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan sampai dengan Triwulan II antara lain:

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Hal ini dikarenal<an untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor dan sub kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga terdapat perubahan jadwal pengadaan karena ada

perubahan metode pengadaan menjadi E purchasing dan terdapat
jenis barang yang tidak jadi dilakukan pengadaan.

b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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Hal ini dikarenakan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan dan sub kegiatan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Lainnya beium direalisasikan optimal

menyesuaikan kondisi kendaraan operasional masih baik dan

layak (pengadaan tahun 2O221.

c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan;

Hal ini dikarenakan untuk subkegiatan Perumusan Kebijakan

Teknis di terdapat keterlambatan jadwal penyusunan perubahan

PKPT Tahun 2023

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, pencapaian target keluaran

kegiatan telah terpenuhi semua selain 3 kegiatan diatas yang tidak

tercapai target kinerjanya. Pada Triwulan II ini terdapat sub kegiatan

yang sudah selesai dilaksanakan yaitu Reviu Laporan Kinerja dan

Reviu Laporan Keuangan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

Sampai dengan Triwulan II, program/ kegiatan / sub kegiatan yang

dilaksanakan Inspektoratjika dilihat dalam laporan evaluasi renja dan

terdapat subkegiatan yang realisasinya melampaui target yang

direncanakan yaitu : sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan yang telah melaksanaskan bimtek

untuk 68 orang, subkegiatan Pengawasan Desa yang telah

menyelesaikan 64 Laporan Hasil Pengawasan Desa, subkegiatan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang telah menyelesaikan 65

laporan hasil PDTT, dan Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,

Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang telah

melaksanakan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi pada 105

Perangkat daerah.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerl'a program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan Inspektorat berkaitan erat dengan

tugas pokok yang dimiliki Inspektorat melalui fungsinya sebagai
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Aparat Pengawas Intem Pemerintah (APIP) dengan melaksanakan

pengawasan internal terhadap kineqja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya,

pelaksanaan pengawasarl dengan tujuan tertentu, perumusan

kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, dan

pelaksanaan pendampingan dan asistensi. Selain itu juga terkait

dengan pendukung pelaksanaan fungsi Inspektorat baik sarana

prasarana, peningkatan kapabilitas APIP maupun administrasi

penunjang urusan pemerintahan daerah.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

program dan kegiatan diantaranya:

. Koordinasi pembahasan perumusan kebijakan Bidang

Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan menyesuaikan dengan

kesiapan dari bagran hukum waktu yang mengakibatkan

penyelesaian penyusunan rekomendasi peraturan/pedoman

terlambat;

o Keterlambatan jadwal pengadaan barang jasa yang dibutuhkan

oleh Inspektorat dan adanya perubahan rencana kebutuhan

barang milik daerah.

o Pelaksanaan pengawasar yang dilaksanakan tidak tepat waktu

yang mengakibatkan penyelesaian laporan hasil pengawasan juga

terlambat;

o Adanya mandatori penugasan diluar PKPT yang harus

dilaksanakan mengakibatkan target pengawasan di PKPT menjadi

tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangan faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target

kine{a program/ kegiatan secara umum yaitu :

o Pelaksanaan subkegiatan sesuai Rencana Keda Operasional (RKO)

yang disusun dan anggaran kas yang direncanakan.

. Monitoring dan evaiuasi kinerja dilakukan secara rutin / berkala

untuk memastikan pelaksanaan kineda sesuai dengan target yang

direncanakan dan dapat segera melakukan penyesuaian target

kine{a apabila ada perubahan kebijakan.

. pengawasan internal telah direncanakan dalam dokumen PKPT

yang didalamnya telah mempertimbangkan mandatori

pengawasan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya.
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. Beberapa mandatory penugasan baru diperintahkan pada awal

tahun dan harus dilaksanakan dengan berbatas waktu dalam

penyelesaiannya sehingga dalam penugasan diprioritaskan dalam

pelaksanaannya ataupun dengan penugasan

tumpang/ bersamaan waktunya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapaianya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

. Menambah beban target kinerja pada pelaksanaan tahun

berikutnya untuk mencapai target program/kegiatan dalam

Renstra yang ditetapkan apabila target capaian program/ kegiatan

tidak terpenuhi.

. Tidak terlaksananya target program/ kegiatan maupun

mundurnya waktu pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra

apabila target capaian program/ kegiatan tidak terpenuhi.

o Realisasi anggaran tidak terealisasi secara maksimal apabila target

capaian program/kegiatan tidak optimal.

o Kurang optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

perangkat daerah.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil dan dilakukan yaitu :

o Penjadwalan ulang kegiatan yang belum dilaksanakan dengan

tetap mengutamakan prinsip 3 E (ekonomis, efektif dan efisien)

da-lam untuk memaksimalkan capaian output kegiatan.

o Perubahan desain kegiatan yang belum mencapai output kegiatan

sesuai kondisi anggaran dan kebutuhan untuk percepatan

pencapaian target.

o Perubahan anggaran menyesuaikan kondisi dan kebutuhan

pelaksanaan untuk kegiatan yang belum teranggarkan

sebelumnya melalui rekomposisi maupun pergeseran anggaran

untuk mendukung capaian output kegiatan.

r Perubahan target capaian program, hasil kegiatan dan keluaran

sub kegiatan sesuai kondisi dan hambatan yang ada dalam

pelaksanaan kegiatan.
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. Sinkronisasi Perubahan rencana Program Ke4'a Pengawasan

Tahunan Tahun 2023 yang sudah mengakomodasi mandatory

penugasan yang belum masuk dalam rencana penugasan dengan

Perubahan Rencana Keqja Perangkat Daerah.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Purworejo

dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo s/d Triwulan II

Tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini:
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Tabet.2.1

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah lnspektorat Kabupaten Purworejo

Ptriode Pelaksanaan: Januari srd Juni Tahun 20,23

lrdikalor dan Daerah sasaran RKPD Sislem lntern dan APIP dan Kualitas Publik

R6!lis6i Xin.rjs Psd! Triwl.n Tingk.l Clpai.n Kin.q. Dln
Uoil OPDNo Tuius / S.@n Prcgrrl/ l(6oi!lan/ S$ Kolielan

lndikdor Kneria Tuius / Sqsm T.roct R.nsti P66n0kar Ds.6h
Tlhun 2021-2026 Eondre .khir)

R..lisi C.pdo Kinr j! R.nitn
P.mlkit DaeEh mpd dcnern

R.r$ Prmgk.t Dr.r.fi T.hun L.lu

wa\

T.r!6t Kindi. d.n AnCr.m R.ni.
OPD T.hun bldd.n (mz3) y!n!

di6Elua.i
I I

Rr.lir.i C.p.is Kin.i. de
An!0!m tl.ni! OPD Fno

druluari

Tinok t C.p.i!n Kinsd! d.n
R€.li66i Anil.m R.ni! PO

T.hs 204] lahun 2026 (%)

Sunbff Dan. (AP8O,

DAK,IP,hinny!)

(5) (6) (7) (8) (e) (t', ets) (t1.n\M) (1G12/5x100*)
(1) (2) (3t (1)

K Stus RP K Stuatr Rp K Sdun Rp K Rp K Rp K S*ff Rp K Siurn Rp K RpSfuan
(15) (16)

P.nin0l0lm Xu!fihi P.l.t&Mn
PuUik

ndck6 K€pua$ Mesyarakil 84 % 83,02 % 82.7 % 0 E3.tr 83,55 9,

M.ninokalny. k.pur&r,
mrrydkd t.rhldap layrnrn ndrkf KepuaM Masyank,rt u % 83,02 % 82,1 % 0 E3.55 83,55 91,

PROGRAII PEI{UNJANG URUIiAN

PEMERINTAHN DAERAH

KAzuPATEN/KOTA

,a8rnla$ Palakenaan Prnunjlno
JruBin Pm6rinlehs Deatrh
(.bupsto

100 % 6.2548E*10 100 % 1,2837E+10 100 % 1.177E+11 21,3 2,4E.09 33,02 3,78E+09 54,32 621U77549 54% q6 53% 31% % 30% lnspokto[t APtsO

Ploncanaan, Panginggaon, drn
Enlurei l(incria Pcnngkat Daenh

T@&nny. Dokmen
Pann6nam,Pangrgq!r.,l,du
EElu.ri Kimir PcEng*d r)a.6h

Dolm€n 117m61t4 1 Dokmen 70413700 7 Dokmon 951 29600 2 2,1Er07 1 91135@ 3 Dokm.r 30532600 43% 3n0ok,mcn M 0okman 20.6 lnsp6horl APtsD

Panyuaunan &khen PaEndnun
PaBnekat Dr.r*!

-Jmlah Dokman P6r6nwaan
Pronok.t Da.nh

71 Ookmen i,50111755 15 Dokm6n 3491 0400 15 Dokmcn 45170600 6 1,8,01 0 945600 6 13369600 q% Dokrman 30% 21% Do<mcn 19% lnrp.ktort APtsD

Koordinosi dm Prnyu6uns Dnkm.n
RM.S(PO

.Jml.h Dokm.n RXA-SXPD dan

Laponn Hr$l l(oordin!6i
P.nyuen.n Ookhan Rl(l SKPD

5 Dol<men $521tv74,2 I Dok@on 3086350 I Dokmen 13706200 0 0 0 0 0 0 0% Dokrm6n 0% 2tfa Do(mcn 5% ln.p6hort APBD

Koordina6i dm Psyu&nan Dolman
P.rub.h.n RKA-SXPD

-Jml.h Dolm.n P.rub.han RKA-

SI(FD dln L.pom Hasil Xoordin..i
P.nyu&nm Dohmcn P!rublh.n
R(A.SKPO

5 ookmen 114258806 Dokmen 23{6550 0okmon 2566000 0 0 0 0i Dokrmon 0% m% Do{man 16% lns?ehotrt APgD

Dok!man
Xoordini.i dqn P6nyusnan DFA-

s(P0

-Jmllh hkmen oPA"SKPD drn

L.poftn H.6il Koodinesi

Pooyu&om Dokmon DPA.SKPO

5 Dokmen 21135225,8 1 Dokmon 2596350 Dokmon 3993800 1 170000 0 0 1 170000 0% Dokrmen 29% 20% Do(man 't8% inapokloirt APBO

Koodn.i dln P.oyuenePln b.h.n
DPA. SKPD

-Jml.h Dokm6n Perubatf,'n DPA-

SIGD dln L.roe H..il Koodin.i
Plnylenon 0okm€n Parubahan

DPA.SKPD

Dokm€n 't6231231 1 Dokmcn 346550 Dokmon 2991000 0 0 0 0 0 0 0'/6 DokLmen 0% 20% 0o(mon 14% ln6prhoEt APED

Koodinsai de P6nyusnan Laponn
C.p.i& Kin.de drn lkhti*r Rralissi
Kiedr SKPO

-Jml.h L.poEn C.pai.n (inoda

d.n lkhti.ar R.rlicesi Kn6in SKPO

dln Lrpom HBil Koordinaii
Plnyuenla Laponn Caraio
Kin.d. d.n lkhtidr Realie.i Kin..,r
SKPD

80 Lapo6n 21829385 't6 Lapono 3330500 16 Lapocn 3985000 3 0 4 2951000 7 L.pcEn 2954000 44% Laprran 74% 29% Lspomn 29% lnEp6klotrl APED

Ewlutsi Xinerjr PoEngkat Daemh
.Jml.h Lqohn Ewllasi Fin.rja
P.6ngkal DleEh

35 Lspom 127125597 6 Lapomn 21857000 7 Lapo6n 22717}fi 3 77951 0{ 0 5243900 3 Lapomn 13039000 43% Lapomn 51% 26% Lapomn 27% lnsp€hoftt APBD

n-6 I

I 0 0

1 0 0

5 1 Dok!mr
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No Tuju.n / Sa6rm Progrsry' Kcgiatar/ Sub Katriatan
lndik.tor Kiosd. Tuium / S€snn
ft 006ry' K.gi.ten/Srb XiCiatsn

Targot Rondra Pe6ngksl oraEh
Tahun 2021-2026 (kondisi .kbr)

R.ili{d Crpri.o Xin6ja Rcn f.
P.re*.I 0..6h mp.i d.nCan

R!nj. PrdnCklt D!!mh Tahun Lalu
(2Q2)

Terget Kined. dan Anglmn Renjr
OPDTahun berjalan (2023) yang

die6luasi

R..liq6i Xin.da Pid! Triwlsn Realiesi Capai.n Kined. dan

Anoom tlsnir OPD ysng

dii6lu.ei

Tingklt Cr0aiii Kinod. d.n
Realicei An Sgann Rcnja PD

T.hun 2023

Tinoklt Cqlais Xindia D.n
R6alie6i Anggii6n Rcnotra OPD sid

lahun 2026 (%)

Unil OPo
renlnggung Jamb

Snbsr D6os (APBD,

DAK,TP,hinnya)
I il

(1) (2) (3) (1)
(5) p) (7) (8) (e) (1i' = 0+9) (13=1;WlCtA.6)

(15) (16)
X Stun Rp K Satuan Rp X Silm Rp ( Rp X RP K SdEn Rp K Sd6 Rp K Stun Rp

Adninidra6i Umm P.hnokit l)..0h
fod.yrniny. Adninigl6si t nm
r.Engkat D$nh 100 % I 958595406 100 % 321335274 100 % 63,63 63,63 72,72 179198916 72,72 q{ 50% 35% % m% ln6p6ktorrt APBD

Ponysdialn Kffipon.n lnd.l!.r
Lidrik/t sn.nnCan B.nguns Frntor

Jmlah Palct Nmponen Inrtalari

-idrik/P.n.6ng!n B!ngunr n
(lntorymo Dredilkan

10 Pak.l 83067981,1 1 tuk.l 6898000 2 Pak€l 147?01fi '| 0 0 1 Pal.6t 7356200 50% P!kot 50% WA t'.ksl 17% lnspeRort APEO

PenFdi..n P.6lrt.n d.n
P.d6n0k!p.n K.ntor

'Jml.h PCGI P.drhn d.n
r.dan!k$0 K.ntor ymo
]i6dhkrn

Pak.t 17075310.1 1 Pek.t 1 725000 I P!ket 3294,()0 0 1245800 0 Pal.el 1245800 0% P.krl 38% 20% F'aket 11% lnsp6klort APSD

Psysdi.ln Pndd.n R6!h I rn!g. Jmlah P.k.l Plrditrn Rum.h
fmCC. Fn! Osdi.k.n

10 Pok.l 99246643.6 1 P!k.l 12183121 2 Ptket 1849$00 9110202 1 0 1 Pal..t 9110202 50* 19 20* F.k6t 21% ln?GkloEt APED

P6nladiaan Bah.n Logidik Kdlor Jmhh Prl.l B.hs Lolrdfi
Kstor ysg Olqdi*s 55 P.k6t :i80969274 12 Prkot 65778600 12 Palel 6791 1000 3 1,7E.07 3 6 Palet 31923500 50% Pskot 11![ 33* [.kot 26% lnspokloral APED

P.ny.dialn EiEng Cetaken dEn

P6nogsnda.n
'Juml.h P.k.t Bung C.l.liqn drn
).nggmdxn y.ng Osdi.k.n

60 Pak6t ,,97329060 12 Pal.t 3501 8350 12 Paket 56660000 3 2E+07 3 7649800 6 Pal.at 27896300 50.,6 Prkrt 49% 3016 t 6k!t 21 lnspGhonl APED

Psnyodiiao Blhan Brc..n d0
P.r8tuBn P6rund!ng-und.ngilr

-Jml.h ookman glhan &Faan
dan PaEturro Parundang-

Undanofi y!n! Di.cdiikan
Doks6n 15772236 2 Dokman 27960@ 2 Dokumod 2796000 580000 8700@ 2 1450000 100% Dokrmcn 520A q% Do(men 27% lf,spskloEt APBD

P€ny6di..n Beh.niMatnri.l
-Jumhh Pnk6t Brhsnn ator al Fng
O66di.kan

5 Pakrt 1 0371 1080 I Pakel 11325000 1 tuk6t 19880000 1 1,48.07 0 5985400 1 Pal et 19879600 100% Pakot 100',6 40.r F ak6t 30% ln6p.ktort APSD

F.silitasi Kuniungan Tmu
-Jmlih LlpoEn Frsilita6i
Kuniungln Tdu 60 Lapo6n 57831900 12 LapoEn 11034500 12 LapoEn 1i900@0 3 551000 3 unw 6 Lapo6n 2028000 50% Lapo6n 1396 30% Lrporan 18S lnspahorrt APED

Pgny.bn0g.6!n R.p.t Kondtrisi d.r
Konsltrsi SNPO

-Junldr L.ponn P.ny.l.nglman
Raort l(oorlin..i ds Xonslt!.i
SKPD

60 Lrpomn i45143169 12 L.pom 15032047 12 Lapo6n 3 2,4E57 3 6 Lapomn 67586364 50% Llpom 49'/6 3Si L!poran m% ln.p.ldoEt APEO

P.nd.ueh.u AEip Onmi. !.d.
SXPD

-Jffi lah Doknan Prn.truaahas
AEip Dnmis p.d! SI(PO

m Dokmen 1 07009949 4 Dokmen 17161100 1 Dokunen 192773N 0 113rlm 1 71{6650 1 8584350 25% Dokrmon 45% 25% DoMen 21% lnseahor,t APBD

Duku0sn P.l.k anran gdm

st(Po

-Jml.h Dokmn Drkun0el

B.rb..iB Ellk onik p6da SNPD

10 Dokmen 21435800 2 Dokmen 3795000 2 2 Dokmen 3800000 0 333000 1805600 0 2138600 0.i 2 0olmrr 56% tr% 2 Dfim6n 28% lnspehoEt APBD

P.ngldaan gaEng Milik Ddenh

Penunjang Uruen Ps.rintlh D!.Bh
Diadskannye Blrnng Milik EEerah

(BMD) Penunlang Uruean
20 Jenis 4 Jenis Jenis 0 0 2 1,9.1E+08 2 Jerris 194470000 100% Jeni6 51.[ 3f6 ,enis 86% lnspekloEt APBD

Pengadlan Kendaman Pororangan

Dinas alau KondaEen Dnas Jabdtan

Jmlsh Unil Kondlmo P.rorangan

Dnae rtau (andmdn Dhas

Jsbltln ylnC Di8diskan

0 unil 0 1 unil 41 8000m0 0 unil 0 0 0 0 0 unit 0 0% uIrl 0% 100% unit 100% lnspiktoftt APBO

Pangada.n l(endaraan Ooe6
opemsional atsu Ldpanl8n

Jmlih Unit l(.nda[an Un{i
opoEoionll rlau L.pdlan yang

O&di.k n

unit 0 unit 919500000 0 unil 0 0 0 0 0 unit 0 0% uit 0i6 100!6 unit 10ei6 lnsp6kto(l APBD

trr-8

(1+12/5 t10O t)

5 0 0

0

'10 0

0

0



Re.lissi Kinod6 P.da Tdfllan

Tujlan / S.srEn P@grr, Keoietad Sub X.tiatan
lndikator Kinerje Tuiuan / S6*ran
Progm/ Xegi.tanlfu b (i giatin

Trrgot Rrn6lE Prhnok.t DaoBh
Tahun 2021-2026 {kondrsi akhir)

No

Roelisli Cap.ion Kineia Renstra

P.rmokit D..Eh smpd d€nos
R.nia Pomokit D!.nh T.hun Lilu

lNnl

Tdget Kin6ri. drn AngtoEn Renia

OPD Tahun beltlan (20?3) yang

di.wluag
I ll

Redissi Cep.ian Xincrra dm
AnCgann tllhi. OPO y!n!

di.,wlu.ri

Tingkal Capaian Xined6 dan

Rali*o Anpam Renla FD
Tahun 2023

Tingk.t C.pai.n Kinqj. D.n
Rcalisas Anggrmn Rcn$a OPO dd

tahun 2026 (i6)

unit oPD
,enang0un! Jakb

Smbsr Drn. (APBD,

DAX,TP,lainny.)

(5) (6) (t) @ (s) (1i'. 0+g) (1+12/5x10ffi)
(1) (2) (3) (4)

x SM RP K SM RP X Sft.n RP K RP K Rp K S&,s RP K Sntr Rp x Sfuff Rp

(15) (10t

Pongldaan Ponlalin d.n Masn

Lainnyi Lainnya yqng D$diakan
1M unil 65 unit 347742$7 75 unil 0 0 16 I 59E+08 16 Ur it 158770000 21 U rit 47% 56% Jnit 25fi lnep.kloftt APBO

Panladae Samna da PEeftna
G€duog X.ntor otru Brngms Lainny.

-Jmld Uni Sam dan Rapnnr
G.dlno Kmtor.lau Erngur.n
LlinnF y0c O$di.ls

'tl unit :65855388 3 unrt 159i{91317 6 tJnil 43{m4100 0 0 1 4 urit 357m000 67* uir 81% M% Jnil 5316 lo.pcktoftt APSO

P€nyodiaan Jas P.nunpng urusln
Pm€rintahsn DacEh

Taesnya LrpoEn Panyrdiam

J.$ PlNnjdg Urus
Psn.rintihe D!e6h

15 Lrpomn tr32159182 3 Lap@n 124727063 3 Lapotu 3 3,7E+07 3 3 Lap(,nn 71361018 100% Lap)rm 43% 40% LspocD 21% ln6p.hoEl APBO

Penyediaan Jasa Surat Menyutl
-Jmleh L6porsn Pamdilsn Jls
Slnt MonyuBt

60 Lapomn 3616650 Laporan 127000 12 Lapo6n 650000 3 174000 3 38500 6 LapoGn 2125N 50% Lap r0fi 33% 30% Lspodn 9% ln6Dektotrt APBD

Ponyrdiaan Jrm Xmunikri, $mbcr
Day. Air dqn Licdk

-Jumlah Lapocn Penysdiaan Jaaa

Nmunik.e, Smber D.y! lirdan
Lidrik Fno B6.dirk.n

60 Lrporan ti86305000 12 LlpoM 77411049 12 Laporan
0

3 2,8,07 3 6 Loporun 4651 4651 50% Laprmn 44% 30% Lsporan 21% lnspekloirl AMD

Pcoycdiarn Jrx Prlayenrn Unm
Xanhr

-finldr Laponn P.nyldi.in Jr{
PalaFnan [rfim Xmtor yanC

[Isdi.kln
60 Lapomn 14n37532 12 Ldponn 47186004 12 608964mLaponn 3 12f41 3 1R16932 6 Lap!m 21633864 50% L.r rEn M 30* Laponn 21% lnspehotrl APBO

P.nuniang UruBn Pm.rinlahrn
D!cnh

T.rp.lihlBny. B.Eng Milk Dra6h
(8UD) Prnunirng Uru$n
Pmcrintrhe Da.mh

30 Jrni6 6 Janrs 149755241 6 Jeni6 1 1E+08 2,34E*08 6 J.ni6 $871n15 100% Jeiis 59% 33.i ,6nis 25% lnapohoEt APBO

P.nyodiren Jas Pm.lihonln , Bi.yr
PfralihaE.h, drn Pqi.k (ondsd.n

Parchngan Dinas ahu (rndanan

Dina6 Jrbatm

-Jmlah Xondeman ParoEhcan
Onai alru (endrarn Dhr$
Jabal.n y.ng Op€lihara dar
dib.yailan P.iaknya

Unit 58829989 1 Uoil 10397019 1 Unit 10429000 1 2803315 2918000 1 Ur it 5721315 100% U rit 55% 40% Jnit 2l% lnop.ktoftt APBD

P.nyodis.n JaB Pm.lihr.atn , Eli.ya

NcndaEe Dina6 Openlonal da!
Lapangan

-Jmlah (endrnan Dn.s
Opetrriond at.u L.pang.n yano

Dip.lihe dan dibry.ild F4.k
ds P.riaj|Wf.

50 Unit ii834f4602 10 Unit 1n145M 10 Unit 73522000 7 9510700 3834000 7 Unit 13144700 70% U1i 10* 34% Jnit 15% ln$.hotrt APBO

Pmoliharaan Mob.l 'Imbh Meb.l yrng Dpolihrh 1000 Unit 1 139{8200 m Unil 21m000 m0 Uni 20200000 0 0 0 0 0 Unil 0 0% Ulit 0,16 2:/o Jnit 7A lnsp.hort APED

Plmelihaman Perelrten dan Ms6in

Liinnya

-Johh PlElst.n dan M.on
Lainnya y.no Clpelihara

542 t,nit :i64107620 71 Unit 43503000 111 Unit 67820000 7 1,E,ol 53 1 035700{ 60 Unil 227!j700 51% U 1it 34% 25% Jnit 18% h60ehoftt APBO

Pndh.BailR€h!bilila6i G.dung
(rnlor dan Bangunan Lainny!

-Jmhh Godung (antordon

Brngunan Lainnya yang

DipolihaErDir.habililsEi
unil 1 Unit 337334695 1 uoil 0 78r47 1 2,17E+08 1 Ur il 286327500 100% Ulit 76% 40% Jnit 30% lnsp€ktoill APBD

Pffi .lihm.n/R.habditqsi Su.n. ds
Pra$dna Grduno Kinlor alau

Brngune Lainny.
LainnF y.no
Dpc$h.rerf,lir.h.bilitr.i

-J@lah S6nne dan Pn*nma
Gadung Kanlor atau B6n0u an

112 Unit 1'16t31714 24 Unit 14186000 lJnil 21984000 9730000 12 750000 ur it 10{800m 100% U rit 18% 41 Jnit 21% lnspektort APBO

T.miudny. ht! k.lob
p6morintahrn y.nC biik dnn

bimkmd y.ng b.Eih md.lui
psnC.Fsh lnbm.lY.n!

b..ku.litai

Nil6i Area PenOaw$n Penluatan 2,93 skor 2,35 6kor 2.88 skor 0 0

III
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No Tujuln / Sr6.cn Progrry' Kogialln/ Slb (.!ietsn lndikaltr l(in6ri. Tuiue / t6sEn
PDorr, Xeoiohnlslb K.girt.n

Trrg.t R€odra PoEngkat Da€rah

Tahun m21-2f26 (kondisi aldh)

Reslie.ri Cspaian Kineja Rendn
Por.ngkrt Da.mh mpd d6ngs

Renir P.Engk.l Da.Bh T6hm Lilu

l?012)

T.roet Kn.r. dan Anglrm Renja

OPO Tshun b6ial$ (2023) Fng
dienluasi

Reali*si Kinola PadaTdalan R6ali$si Clpai.n Kineia dan

Angg.En Ront! OPO yDg
di.,valu!si

lingkat Capaian Kinerje d.n
Rsalissi An lg.ran R6nia PO

Tahw 2023

Tinokat Copaie Xineda Dln
R..lie6i Angg@ Ronsb. OPD s/d

lahun 2026 {*)

Unil OPo

P6nsn00uno J.mb
Smb€r 0{n. {APBD,

DAK,IP,lainnF)
I ll

tl) (2t (s) (4)
(5) (6) (7) (8) (s) (2 = 8+q (1E1.it/T'.1W*t (1+12/5 x10nl)

(151 (16)
x Stun RP K SM Rp X S&.n RP x Rp x Rp K S*'s Rp ( Snm Rp K S&m RP

fomiudnyr Prnirykrtan g im
Prn0ond.lirn lnt.m d.n
Prngu.t.n (.pdililr. ARP

finlkat MaturitaE SPIP d6n

Kapqbilila6 APIP pada scl0rh
Elman minim8lL.wl 3

3,19 lewl 3 011 l.wl 3,1 0 0 0 le!ol

,ROGRAM P€I{YELENGGARIAN
!EilGAWASAI{

cdsnta$ Plnyd.n0gaEa n
Plngams lnt6mal

100 % 1m % 100 % '1,75,{E.09 22.6 3,5€*08 20,12 4m 9" 69A80705 12,48fi 9{ 10.a 209( % 21 lnep6l{ort APSD

Pmntis Pantd.noo!ftn
P.oolmu don!$ Tujusn

f.d.nhr
100 % 1,10777791 1m !6 277253*5 tm % n,B 5.6E+07 21,31 1i3.A 109336800 43,3996 ia 37* M % 24% lnsp6kloftt APBO

>6oy.lan!gsEan P6ng!m&n lntomal

,mlah dokmen hasil

ntomal

Dokmen 1 Dokmon 1 ookum6n 5 3,5E.08 2 3,42E+08 5 692980705 42,8% Dokrmen 40% 34% 0r<mcn 21 lnspektorat APBD

r.ng.Esrn lhrrjs Pmsrinh l
)!.Eh

.Juml.h Lapo6n Ha6ilPloe Msn
(in6rj. Pm.dntsh 0..6h

432 Lapom 1 !3053301 1 111 Lapo6n 264828350 85 Llponn 28 2,88*07 14 12 Lapih[ 4,1610500 4)0,6 Lap rnn 14% 35% LapoEn 17% ln6pohoiat APBO

Pangmsn (au.nom Pm.dnhh
h!6h

.Jml.h Laro6n H..ilP.nf M{n
K.u.ngm Poedntd Denh

179 Laponn 112745f.313 178 L.poEn 184351300 91 Lapo6n 20 2,5E.07 15 8897100 Lap(6n 31206750 38,6 L.D r[n 17% 44!6 Laponn 19% lnsgektort APSO

R.tru Liponn Kinoda
.J@l.h Lnpom HailRai l
-4bnn Kinem

LlpoEn i,051n$7 1 LapoEn 4434600 2 Laponn 37561400 2 3,5Er07 0 -,162100 2 LapoEn 348717m 10096 LapJEn 93% 3316 L3poBn 19a lnapehoftt APSD

R6viu Laponn Kaumgln
Jmhh Lapo[n He.ilR.!iu
-aponn (auangan 150 Lapomn ri90616723 30 Lapohn 92870800 30 Laponn 124181{ff, 30 9,5E.07 0 5549500 30 Lspr mn 1 00965400 100% L.prnn 81% 40% Logonn 28% ln6pehoirt APBD

Pengawasan Dosa
-Jmlah Lsponn Hasil Poncawlsn
D6s 180 Lrpomn 1 t13947288 63 Laporan 138m4132 Lsponn 33 4,6Ei07 31 64 LaprEn 103415516 178% Lap,En 5Bo 71* Lepomn 22% lnspoktorat APED

K6d. S*na Pongrms lnt.m.l 'Jumlah (espakat{n PenorMsan
lnt6mel ysC T.6rntuk

6 1'95003163 2 43883843 2 53816900 9507139 2502300 0 12009439 096
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2.2. Anallsls KlnerJa Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahwn 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Insektorat mempunyai tugas

membantu Bupati dalam dalam membina dan mengawasi pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi,

sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawaszrn dan fasilitasi

pengawasan;

2. Pelaksalaan pengawasan internal terhadap kineq'a dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

4. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;

5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

7. Pengawasan pelaksanaan prograrn reformasi birokrasi;

8. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

9. Pelaksaaaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsi.

Inspektorat Kabupaten Furworejo telah menetapkan tujuan dan

sasaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat

Tahun 202l-2026 dengan mengacu pada tugas pokok yang dimiliki,

adapun tujuan yang ditetapkan yaitu "TerwuJudnya Tata Kelola

Pemerlntahan yang Balk dan Blrokrasl yang Bersih melalui

Pengawasan Internal yang Berkualltas" dan uPenlngkatan Kualltas

Pelayanan Publtk" sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah

Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intem dan Penguatan

Kapabilitas APIP dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Dari tujuan

dan sasaran tersebut Inspektorat Kabupaten Purworejo menetapkan

indikator kineq'a yang telah sesuai kaidah penentuan indikator yang jelas,

d
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terukur, relevan dengan tujuan dan sasran yang diteta.pkan, dan dapat

dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat akan dicapai

melalui 2 (dua) program yang berhubungan dengan tugas pokok

Inspektorat dan 1 (satu) program penunjang, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :

o Persentase penyelenggaraan pengawasan intemal;

Sampai dengan triu'ulan II target 42,1.7ok, telah terealisasi kineija

kegiatan pengawasan internal sebesar 42,48 o/o.

o Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Sampai dengan triwulan II target 39o/o, telah terealisasi kineda

kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu sebesar 43,39 o/".

2. Prograrn Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan

indikator :

r Persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang penga\r'asan

dan fasilitasi pengawasan.

Sampai dengan triwulan II target 7 ,28o/o, telah terealisasi kinerja
perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan sebesar 6,95 o/o.

o Persentase hasil pendampingan dan asistensi

Sampai dengan triwulan II target 35,79o/o, telah terealisasi kineqja

kegiatan pendampingan dan asistensi sebesar 36,9596.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

dengan indikator :

o Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten

Sampai dengan triwulan II target 49,650/o, Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 54,32o/o.

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan terdapat

beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pencapaian

realisasi target kinerja Inspektorat s/d Triwulan II Tahun 2023.

Permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut:

0
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Tabel 2.2
Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

sampai dengan Triwulan II

Program/ Kegiatan Permasalahan

I .rI(t,l.rlSA.U, E E N I Lt LN (iLiA!(AA.[l
PEITGAWASAIT

Penyele nggaraan Pengawasan
Internal

Adanya mandatory penugasan yang
berbatas waktu dan prioritas akan
tetapi belum masuk dalam Program
Kerl'a Pengawasan Tahunan (PKPT)
berakibat mundurnya jadwal
penugasan lain yang sudah
tersusun. Selain itu juga terdapat
perubahan desan penugasan
evaluasi SAKIP menjadi
pendampingan dan perubahan
obyek pemeriksaan kinerja sesuai
Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko hasil konsultasi dengan
BPKP

Penye lenggaraan Pe ngawasan
dengan Tujuan Tertentu

Adanya mandatory pengawasan
tujuan tertentu yang belum masuk
didalam PKPT murni dan harus
dila,ksanakan, kegiatan a-ucl-it

investigasi dan PKKN dilaksanakan
berdasar permohonan Masyarakat
dan permintaan APH yang masuk.

2 PROGRAM PERUMUSAIT
KEBIJAXAT, PEtrDAMPII{GAIT
DAIT ASISTEITSI

Perumusan Kebirjakan Teknis di
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

Pembahasan perumusan kebijakan
menyesuaikan dengan jadwal
kesiapan personel dari bagian
Bagian Hukum Setda.

Pendampingan dan Asistensi Adanya perubahan pedoman
pendampingan dan penilaian RB
menjadi RB Tematik, perubahan
desain subkegiatan SPIP, serta
adanya penundaaan pemberian
honor kepada 'im saber menunggu
hasil konsultasi ke pusat.

3 PROGRAM PEITUITJAITG URUSATT
PEMERIITTATIAIIT DATRAH
KABUPATTTT/KOtA

Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Menyesuaikan agenda penyusunan
dokumen perencanaan dan
penganggaran yarrg diedarkan oleh
pemerintah daerah.

0
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IYo Program/ Kegiatan Petmasalahan

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Terdapat kenaikan tunjangan
kineq'a fungsional (auditor dan
P2UPD) dan penambahan gaji dan
tunjangan pegawai, akibat
kenaikan pangkat beberapa
pegawai dan adanya penambahan
pegawai baru pada akhir tahun
yang belum teranggarkan.

Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan koordinasi
penyusunan perencanaan
kebutuhan dan penatausahaan
Barang Milik Daerah tidak tepat
waktu

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Beberapa rencana diklat yang akan
diikuti oleh pegawai inspektorat
dibatalkan oleh penyelenggra
karena sesuatu hat dan adanya
perubahan jumlah pegawai yang
direncanakan mengikuti
diklat/bintek.

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Terdapat keterlambatan proses
pengadaan barang jasa utuk
pengadaan peralatan kantor dan
peralatan rumah tangga perubahan

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Adanya rasionalisasi dan efisiensi
pengadaan barang jasa untuk
pengadaan printer dan scanner dan
pengadaan mebel sesuai
kebutuhan.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Terdapat kenaikan tarif dasar listrik
dan alr minum sampai dengan
bulan Desember

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Pelaksanaan pemeliharaan
menyesuaikan kebutuhan servis
dan perbaikan berdasar kondisi
Barang milik daerah yang kan
dipelihara. Beberapa BMD
kondisinya masih baru dan baik
sehingga hanya memerlukan
pemeliharaan ringan.

2.9. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah.

Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasarl lainnya sesuai

a
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kebljal<an Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun

2O2l tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo, Inspektorat merupakan unsur penunjang yang khusus

melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, dengan susunzrn organisasi Inspektorat Kabupaten

Panvcre;'o terdid atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala

Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya hal yang kritis terkait pelayanan

Inspektorat adalah mempertahankan kinerl'a yang diukur dengan

pencapaian indikator kineg'a yang telah ditetapkan yaitu "Tlngkat
Maturltas SPIP dan Kapabllltas APIP pada selunrh Eleman mlnlmal
Level 3" dengan target yang ditetapkan. Tingkat maturitas SPIP adalah

tingkat kernatangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Adapun Inspektorat Kabupaten Purworejo

menetapkan indikator kine{a lainnya yang menjadi satu kesatuan tidak

terpisahkan yaitu 'Kapabilitas APIP minimal level 3 pada seluruh elemen".

Mengapa kapabilitas APIP, hal ini karena kapabilitas APIP merupakan

kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri

dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan

kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran Inspektorat secara efektif.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat

Kabupaten P;r*'orejo dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya

meliputi:

1 . Keterbatasan jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk
melaksanakan pengawasErn, pendampingan dan asistensi.

2. Belum meratanya standar kompetensi Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) dalam pemeriksaan;

3. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) yang belurn optirnal di lingkungan pemerintah daerah.

4. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal;

(
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5. Belum optimalnya fungsi conaiting Inspektorat dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten / Kota

6. Kendali Mutu belum dijafankan sepenuhnya dalam penyelenggaraan

pengawasan pemerintahan di Kabupaten/ Kota

7. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu kebutuhan

utama

Dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat

Kabupaten Purworejo tentunya akan berdampak terhadap pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah apbila tidak diatasi secara cepat dan tepat.

Pencapaian Target Misi ke 4 yaitu Meningkatkan daya saing kualitas

pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance) akan menjadi tidak optimal, dimana salah satu indikator

sasaran yang harus dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan

Akuntabel. Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai pelaksana unsur

pengawaszrn mempunyai fungsi dan bertanggung jawab atas capaian nilai
I\r^+rr;+^- QDID 6.i6.ifr^l l-.,-l 

" 
n--^^- +^rda+ ^^A^ +6Ltrn Ono? -ah6-^r 2 1r\,lLI !, u\/trS.rrr t(rrSUl- P.,l'\r.r Lculu11

dan mencapai nilai 3,19 pada tahun 2026.

Secara umum terdapat beberapa peluang yang mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purworejo ,

yaitu:

1. Penguatan Peran Inspektorat yang diamanatkan oleh Peraturan

perundang-undangan.

2. Dukungan penganggaran dari pemerintah Daerah Kabupaten

Purworejo sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Perkembangan paradigma penyelenggarazur pemerintahan dari tata

kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan

menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan

partisipatif.

5. Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.

6. Penguatan Sarana prasarana pendukung kine{a pelaksanaan

pengawasan.

Berdasarkan identifrkasi permasalahan dan telaahan dari dokumen

lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten

Purworejo, sebagai berikut:

/
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1. Penguatan Peran Inspektorat yang diamanatkan oleh Peraturan

perundang-undangan.

2. Peningkatan Kapasitas dan kualitas fungsional pengawasan (Auditor

dan PPUPD) dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

3. Optimaiisasi koordinasi fungsi pembinaan, pendampingan dan

asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai

upaya pencapaian target pembangunan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah

4. Penerapan implementasi Sistem Pengendalian Intem Pemerintah

(SPIP) dan Manajemen Risiko belum maksimal dilaksanakan oleh

perangkat daerah.

5. Meningkatnya partisipasi pengawasan masyarakat dan tuntutan

pelayanan publik atas pengaduan dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan/ pengawasan yang dilakukan.

6. Peningkatan kualitas pengali'asan melalui penerapan Kendali L{utu

Pengwasan sesuai pedoman yang berlaku.

7. Pembangunan Budaya Integritas dalam penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah.
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BAB. UI
RINCAITA I(TR.'A DAN PEITDII.ilAAN PERANGI(AT DAERAH

3.1. Program dan Keglatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023

berpedoman pada program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana

Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang telah disesuaikan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2Ol9 tentarlg Klasilikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900. 1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan

meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator :

- Persentase penyelenggaraan pengawasan intemal (target 1007d;

- Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

(target 1007d

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, dengan

indikator :

- Persentase hasil perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan

dan fasilitasi pengawasan (target 1007d.

- Persentase hasil pendampingan dan asistensi (target 1007d.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

dengan indikator :

- Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten (target 1007d

3. i.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.

Perumusan program dan kegiatan didalam rencana kerja Inspektorat
Kabupaten Purworejo didasarkan pada pencapaian visi misi Kabupaten
Purworejo Tahun 202l-2026, adapun Inspektorat Kabupaten purworejo

mendukung misi 4 yaitu meningkatkan daya saing kualitas pelayanan
publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

0
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3.1.2. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan Inspektorat

Kegiatan/ Sub Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

- Pengawasan Kine{a Pemerinta}r Daerah;

- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

- Reviu l,aporan Kine{a;

- Reyiu Laporan Keuangan;

- Pengawasan Desa;

- Kerjasama Pengawasan Intemal;

- Monitoring dan Eavaluasi Tindak la.njut Hasil Pemeriksaan BPK

RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

c. Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan;

- Perumusan Kabijkan Tehnis di Bidang Pengawasan;

- Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;

d. Pendampingan dan Asistensi;

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;

- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi

Birokrasi

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi;

- Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RI(A-SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DpA-SKpD:

- Koordinasi dan Penyusunan l,aporan Capaian Kineq'a dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKpD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

f. Administrasi Keuangaa Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

d
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- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan la.poran Keuangan Akhir Tahun

SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan / Semesteran SKPD ;

g. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

SKPD;

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

h. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi;

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan;

i. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan;

- Penyediaan Bahan/ Material;

- Fasilitasi Kunjungan Tamu;

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD;

j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah

Daerah;

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau
Balgunan Lainnya;

o
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k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pernerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Percrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

- Pemeliharaan Mebel;

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin l,ainnya;

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya;
Danalih^-^^-/D-L^Lil.i+^-; C^-^-^,{^- Dr^6^r^h^ r:-,{,,-r LiriLrrr.d-t.1L'ti/ i\U t iif Ut.ti Litsf })UI i-tiii-t Lai!r I i.isdl oaiid '-i.:uullg

Kantor atau Bangunan Lainnya;

3.1.3. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Mendukung Pengarusutamaan

Gender.

Dalam pelaksanaan program/ kegiatan / subkegiatan pada Inspektorat

Kabupaten Purworejo, terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yang mendukung

pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yaitu : Pengawasan

Kineq'a Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah,

Reviu Laporan Kinerja, Reviu l,aporan Keuangan. Pengawasan Desa, Kerja

Sama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak L,anjut Hasil

Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LPIP.

Dukungan pengarusutamaan gender dapat dilihat pada setiap penyusunan

komposisi tim yang ditugaskan dalam setiap pengawasan yang melibatkan

semua unsur fungsional pengawasar yang ada tanpa ada perbedaan sesuai

kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing. Susunan tim secara umum
dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten purworejo

meliputi:

1. Penanggungiau'ab Tim;

Adalah Inspektur Pembantu (lrban), kondisi saat ini terdiri dari 5
(lima) Irban dengan jenis kelamin 2 (dua) perempuan dan 3 (tiga) laki-
laki.
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2. Pengendali Teknis (DALNIS)

Adalah Pejabat Fungsional Auditor Madya/Pejabat Fungsional P2UPD

Ahli Madya, kondisi saat ini terdiri dari 2 (dua) dalnis beq'enis kelamin

perempuan dan 3 (tiga) dalnis be{enis kelamin laki-laki.

3. Ketua Tim

Dari 12 (duabelas) tim pemeriksa dari 5 (lima) Irban tidak

membedakan gender antara antara laki-laki dan perempuan dalam

^-- " -;" 1-^- l.-+"^'1.i'-
l,vrrq,Iq^4r

4. Anggota Tim

Dari 12 (duabelas) tim pemeriksa hampir rata-rata terdiri dari 2 (dua)

anggota tim yang dijabat oleh Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) berjenis kelamin perempuan

dan laki-laki.

Kedudukan dalam tim yang melaksanakan tugas pengawasan

didasarkan atas surat peintah tugas yang diterbitkan oleh Inspektur,

sesuai peran dan tanggungiawab masing-masing yang dijabarkan dalam

program ke{a pengawasan dan anggaran waktu, serta dilengkapi dengan

pakta integritas yang ditandatangani masing-masing anggota tim.

3.1.4. Program/ Kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan

targetnya tersaji dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan Triwulan

II sesuai perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan perkiraan awal

serta keperluan mendesak lainnya mengakibatkan perlu dilakukannya
penyesuaian pagu anggaran, penghapusan kegiatan/ sub kegiatan,

penyesuaian indikator dan target. Adapun Penjelasan prograrnr/ kegiatan

yang mengalami perubahan indikator dan target dapat dilihat dalam tabel

3.1. sedangkan untuk perubahan perubahan program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dapat dilihat pada

tabel 3.2.

d
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Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan,Sub Kegiatan dan Hasil Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Purworej o

6 o1 o1 2 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Penunjang
Pemerintahan

Pelaksanaan
Urusan
Daerah

Persentase

Kabupaten

Penunjang
Pemerintahan

Pelaksanaan
Urusan
Daerah

Persentase

Kabupaten

lOOo/o lOOo/o a

6 o1 o1 2 ol Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

7 Dokumen 7 Dokumen a

6 o1 o1 2 ol o1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

-Jumlah
Perencana.an
Daerah

Dokumen
Perangkat

-Jumlah
Perencanaan
Daerah

Dokumen
Perangkat

15 Dokumen 15 Dokumen a

6 o1 o1 2 o1 o2 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

dan
Dokumen

Koordinasi
Penyusunan
RKA-SKPD

-Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

-Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

I Dokumen 1 Dokumen a

6 o1 o1 o1 o3 Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

-Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

-Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen

0
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hogram/ Keglataa/ Shrb Koglatan Indlkator XlnorJa Program/ Harll Kegtatan/ Ileluaran
Sub Kegtatea

Targot Program/ Keglatan/ Sub
Kogtatan

.Ienlg
Keg.

Sobelum Porubahan Sebelum Perubahan Eetelah Perubshan Slabelum
Porubahan

Setelah
Perubahan alblc



Kode

Program/ Keglataal Sub Keglatan Indltator KherJa Program/ Keglatan/ Shrb
I{eglatan

Setelah Porubahan Setelah Porubahan Sobelum
Perubahan

6 o1 c o1 o4 Koordinasi
Penyusunan
SKPD

dan
DPA-

Koordinasi
Penyusunan
SKPD

dan
DPA-

-Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

-Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

1 Dokumen I Dokumen a

6 o1 o1 2 o1 05 Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

-Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

-Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

1 Dokumen I Dokumen a

6 o1 o1 o ol o6 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

-Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineria SKPD

-Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineria SKPD

16 Laporan 16 Laporan a

6 o1 o1 2 ol 07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

-Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

-Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

7 Laporan 2 Laporan a

6 o1 o1 2 o2 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Terlayaninya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Terlayaninya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

100 % 10oo/o a

6 o1 ol c 02 o1 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji
Tunjangan ASN

dan -Jumlah Orang
Menerima caji
Tunjangan ASN

yang
dan

-Jumlah Orang
Menerima Caji
Tunjangan ASN

yang
dan

64 Orang/bulan 68 Orang/bulan a

d
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Kode

Indlkator KlnerJa Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran
Sub Keglatan

Targot Program/ Keglatan/
Iftgiatan

Sub Jeair
Keg.

Sebelum Perubahen Stetolah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahaa Sebelum
Perubahan

Setolah
Ponrbahan alblc

6 01 o1 02 o3 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

-Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

-Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

12 Dokumen 12 Dokumen

6 o1 o1 2 02 05 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

-Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

-Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

6 Laporan 6 Laporan a

6 o1 o1 2 o2 07 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD

-Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwu lanan/ Semesteran
SKPD

-Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

26 Laporan 26 Laporan a

6 ol o1 2 o3 Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Terlayaninya Administrasi
Barang Milik Daerah (BMD)
pada Perangkat Daerah

Terlayaninya Administrasi
Barang Milik Daerah (BMD)
pada Perangkat Daerah

lOOo/o LOOo/o a

6 o1 o1 2 o3 o1 Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

-Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

-Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen a

6 o1 o1 o3 o6 Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada
SKPD

-Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

-Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

2 Laporan 2 Laporan a
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Sebelum Porubahan g6l6tcfi porubahaa

Indltmtor Hasll
Keglatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sub

Slebelum
Perubahaa

Sotelah
Penrbahaa

6 o1 o1 2 Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Terlayaninya
Kepegawaian
Daerah

Administrasi
Perangkat

Terlayaninya
Kepegawaian
Daerah

Administrasi
Perangkat

lOOo/o lOOo/o a

6 o1 ol 2 o5 o5 Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

-Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

-Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

1 Dokumen 1 Dokumen a

6 01 o1 2 05 o9 Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

-Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

-Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

64 Orang 68 Orang a

6 o1 o1 c o5 10 Sosialisasi Peraturan
Perundang- Undangan

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

-Jumlah
Mengikuti
Peraturan
Undangan

Orang yang
Sosialisasi

Perundang-

-Jumlah
Mengikuti
Peraturan
Undangan

Orang yang
Sosialisasi

Perundang-

64 Orang 68 Orang

6 o1 o1 .) o5 11 Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

-Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

-Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

64 Orang 5O Orang a

6 o1 o1 2 o6 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Terlayaninya Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Terlayaninya Administrasi
Umum Perangkat Daerah

100 % IOO o/o a

6 01 o1 2 06 o1 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

-Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

-Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

2 Paket 2 Paket a

0
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Kode

Perubahan Sotolah

Indltator IllnerJe Kegtatan/ Keluarsn

Penrbahaa

Target Prograa/ Kegiatanl Sub
Kcglatan

alblc

6 o1 o1 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

-Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

-Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Paket 1 Paket a

6 o1 o1 2 o6 o3 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

-Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

-Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

2 Paket 2 Paket a

6 o1 o1 06 o4 Penyediaan
Logistik Kantor

Bahan Penyediaan
Logistik Kantor

Bahan -Jumlah Paket
Logistik Kantor
Disediakan

Bahan
yang

-Jumlah Paket
Logistik Kantor
Disediakan

Bahan
yang

12 Paket 12 Paket a

6 o1 o1 2 o6 o5 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

-Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

-Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

12 Paket 12 Paket a

6 o1 o1 2 o6 o6 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

-Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

-Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

2 Dokumen 2 Dokumen a

6 o1 o1 o6 07 Penyediaan
Bahan/Material

Penyediaan
Bahan/Material

-Jumlah
Bahan/Material
Disediakan

Paket
yanS

-Jumlah
Bahan/Material
Disediakan

Paket
yang

I Paket 1 Paket a

6 o1 o1 o6 o8 Fasilitasi
Tamu

Kunjungan Fasilitasi
Tamu

Kunjungan -Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

-Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

L2 Laporan 12 Laporan a

0
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K6g.

Sebelum Perubahan Sobolum
Penrbahaa

Setelah
Perubahal

2 o6 o2

!



I{ode

Progran/ Kegtatan/ Sub Kegiatan Iadtlator lIlaerJa Program/ Herll ltegtataa/ Ileluaraa
Sub l(cgLtatr

fhrget Program/ Ileglatal/ Snb
Kegtatan

.Ieaic
Keg.

Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

6 0l o1 o o6 o9 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

-Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

-Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

t2 Laporaa 12 Laporan a

6 01 o1 o6 10 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

-Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

-Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

4 Dokumen 4 Dokumen a

6 o1 o1 2 06 11 Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

-Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

-Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen a

6 o1 o1 2 07 Pengadaan
Mitik

Barang
Daerah
Urusan

Daerah
Penunjang
Pemerintah

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Diadakannya Barang Milik
Daerah (BMD) Penunjang
Urusan

Diadakannya Barang Milik
Daerah (BMD) Penunjang
Urusan

2 Jenis 2 Jenis a

6 o1 o1 2 o7 o6 Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

-Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

-Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

75 Unit 16 Unit a

6 o1 o1 07 10 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

-Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

-Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan

8 Unit 8 Unit a

6 o1 o1 .) o8 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Tersusunnya Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Tersusunnya Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

3 Laporan 3 Laporan a

r
III l1

Slotolah Perubahaa Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan alblc



Kode

Indlkator KtnerJa erograo/ Ha.tl lGgtatat/ Iteluaraa
Sub Keglataa

Thrget Program/ Kegiatan/ Sub
Kogiatan

Slcbelum Porubahan Sletelah Perubahaa Sebclum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

o1 o1 o8 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa Surat
Men1rurat

-Jumlah
Penyediaan
Menyurat

Laporan
Jasa Surat

-Jumlah
Penyediaan
Menyurat

Laporan
Jasa Surat

12 Laporan 12 Laporan a

6 o1 o1 a o8 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

-Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan

-Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan

L2 l.aporan 12 Laporan a

6 01 o1 .) 08 o4 Penyediaan
Pelayanan
Kantor

Jasa
Umum

Penyediaan
Pelayanan
Kantor

Jasa
Umum

-Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan

-Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan

12 Laporan 12 Laporan a

6 o1 o1 2 o9 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Terpeliharanya Barang Milik
Daerah (BMD) Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Terpeliharanya Barang Milik
Daerah (BMD) Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

6 Jenis 5 Jenis a

6 o1 o1 o9 o1 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

-Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

-Jumlah Kendaraarr
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

1 Unit I Unit a

6 01 01 o o9 o2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

-Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

-Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

1O Unit 11 Unit a

/
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6 o1 o1 '2 o9 o5 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel -Jumlah Mebel
Dipelihara

yang -Jumlah Mebel yang
Dipelihara

2OO Unit O Unit

6 o1 o1 '2 o9 o6 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

-Jumlah Peralatan
Mesin Lainnya
Dipelihara

dan
yang

-Jumlah Peralatan
Mesin Lainnya
Dipelihara

dan
yang

117 Unit 83 Unit a

6 o1 ol 2 o9 o9 Pemeliharaan/ Rehabili
tasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/ Rehabili
tasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

-Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi

-Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit a

6 o1 o1 2 o9 10 Pemeliharaan/ Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan / Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

-Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/ Direhabilitasi

-Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/ Direhabilitasi

22 Unit 27 Unit

6 o1 o2 o PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Persentase Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

Persentase Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

1OO 7o lOO o/o a

Persentase Penyelenggaraan
Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu

Persentase Penyelenggaraan
Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu

lOO o/o lOO o/o a

6 o1 o2 2 o1 Penyelenggaraan
Pengawasan internal

Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

Jumlah dokumen
penyelenggaraan
pengawasan internal

hasil Jumlah dokumen
penyelenggaraan
pengawasan internal

hasil 7 Dokumen 7 Dokumen a

t
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Kode

Program/ Kcgiatsn/ Sub Koglatan Iadltator KlnerJa Program/ Hasil Kogiatan/ Keluaran
Sub Koglatan

Taryot Ptogram/ Kogiatan/ &rb
Koglatan

Jenls
Keg.

Sebelum Perubahan Sletelah Perubahaa Setelah Perubahan Sebelum
Perubahsn

Setelah
Perubahaa alblc

a

al



6 01 o2 o o1 o1 Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

-Jumlah Laporan
Pengawasan
Pemerintah Daerah

Hasil
Kinerja

-Jumlah Laporan
Pengawasan
Pemerintah Daerah

Hasil
Kinerja

85 Laporan 162 Laporan

6 o1 02 2 o1 02 Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

-Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

-Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

91 Laporan 1 1 5 Laporan a

6 o1 02 o1 o3 Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Kinerja -Jumlah Laporan Hasil Reviu
Laporan Kinerja

-Jumlah Laporan Hasil Reviu
Laporan Kinerja

2 Laporan 2 Laporan a

6 o1 02 o1 o4 LaporanReviu
Keuangan

LaporanReviu
Keuangan

-Jumlah Laporan Hasil Reviu
Laporan Keuangan

-Jumlah Laporan Hasil Reviu
Laporan Keuangan

30 Laporan 32 Laporan a

6 o1 02 01 o5 Pengawasan Desa Pengawasan Desa -Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Desa

-Jumlah Laporan
Pengawasan Desa

Hasil 36 Laporan 87 Laporan a

6 o1 02 01 06 Kerja Sama
Pengawasan Internal

Keqia Sama
Pengawasan Internal

-Jumlah
Pengawasan
Terbentuk

Kesepakatan
Internal yang

-Jumlah
Pengawasan
Terbentuk

Kesepakatan
Internal yang

2 Kesepakatan 2 Kesepakatan a

6 o1 02 o o1 o7 Monitoring dan
Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK
RI dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP

Monitoring dan
Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK
RI dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan APIP

-Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

-Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

6 Dokumen 6 Dokumen a

d
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Kode

Program/ Keglatan/ Sub Kogtatan Iadlkator KlnorJa Program/ llastl Kogtatan/ Keluaran
Sub Kogtatar

Target Program/ Keglataa/ Sub
Koglatan

Jeais
Keg.

Sebelum Porubahan lletelah Perubahan Setelah Perubahan Sebelum
Penrbahan

Seteleh
Penrbahan alblc

a

I



Kode

Program/ Kegtatan/ Sub Koglatan Jenls
Keg.

Setelah Perubahan Sobolum
Perubahaa

o1 02 2 Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Penyelenggaraan
Pengawasan dengan
T\rjuan Tertentu

Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

2 Laporan 2 Laporan a

6 o1 o2 c 02 01 Penanganan
Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah

Penanganan
Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah

-Jumlah
Penyelesaian
Negara/Daerah
Ditangani

Laporan
Kerugian

yang

-Jumlah
Penyelesaian
Negara/Daerah
Ditangani

Laporan
Kerugian

yang

lO Laporan 3 Laporan a

6 o1 02 2 02 o2 Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

Pengawasan dengan
Tujuan Tertentu

-Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

-Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

24 Laporan 94 Laporan a

6 o1 o3 PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

PROGRAM
PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

Persentase Hasil Perumusan
Kebijakan Teknis Bidang
Pengawasan dan Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Persentase Hasil Perumusan
Kebijakan Teknis Bidang
Pengawasan dan Bidang
Fasilitasi Pengawasan

LOO o/o IOO o/o a

Persentase Hasil
Pendampingan dan Asistensi

Persentase Hasil
Pendampingan dan Asistensi

100 % lOO o/o a

6 01 o3 .) o1 Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Dokumen
Rekomendasi Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

Jumlah Dokumen
Rekomendasi Perumusan
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

2 Dokumen 2 Dokumen a

6 o1 o3 2 o1 o1 Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan

Perumusan
Teknis di
Pengawasan

Kebijakan
Bidang

-Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan yang Disusun

-Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan yang Disusun

3 Rekomendasi 2 Rekomendasi a

0
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Iadlkator KlnorJa Program/ Hartl Xogtatar/ Koluarsn
Sub Keglataa

Tuget Program/ Ibgiatan/ Sub
Itogiataa

Sctelah Perubahaa Sebelum Perubahan Sletelah
Ponrbahan alblc
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Kode

Program/ Kegtatan/ Sub Keglatan Indlkator HlnerJa Program/ Hastl Keglatan/ Koluaran
Sub Kegtatan

Ibrgot Program/ Kegtatan/ Sub
Kogiatan

Jealr
Keg.

Sobelum Perubahan Sotolah Penrbahan Sebelum Perubahan Sotelah Perubahaa Slebolum
Perubahan

Setelah
Perubahan alblc

6 o1 03 2 o1 02 Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan

-Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan yang
Disusun

-Jumlah Rekomendasi
Kebijakan Teknis di Bidang
Fasilitasi Pengawasan yang
Disusun

1 Rekomendasi 3 Rekomendasi a

6 ot o3 2 o2 Pendampingan
Asistensi

dan Pendampingan
Asistensi

dan Jumlah Laporan Hasil
Pendampingan dan Asistensi

Jumlah Laporan Hasil
Pendampingan dan Asistensi

4 Laporan 4 Laporan a

6 01 o3 2 o2 01 Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

Pendampingan dan
Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

-Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan dan Asistensi
Urusan Pemerintahan
Daerah

-Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan dan Asistensi
Urusan Pemerintahan
Daerah

6 Perangkat
Daerah

6 Perangkat
Daerah

a

6 01 03 o2 o2 Pendampingan,
Asistensi, Verilikasi,
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

Pendampingan,
Asistensi, Verifikasi,
dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

-Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

-Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

82 Perangkat
Daerah

152 Perangkat
Daerah

a

6 o1 o3 2 02 o3 Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi

Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta
Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi

-Jumlah Kegiatan
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

-Jumlah Kegiatan
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

2 Kegiatan 3 Kegiatan a

6 o1 o3 2 o2 o4 Pendampingan,
Asistensi dan Verifikasi
Penegakan integritas

Pendampingan,
Asistensi dan Verilikasi
Penegakan Integritas

-Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

-Jumlah Perangkat Daerah
yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

165 Perangkat
Daerah

165 Perangkat
Daerah

a

d
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Tabel 3.2 merupakan tabel rencana kerja hasil input dari Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan hanya mencantumkan capaian

program, hasil/sasaran kegiatan dan keluaran sub kegiatan, sedangkan

Sasaran Program, Keluaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan dapat

dilihat dalam tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
SASARAN PROGRAM, KELUARAN KEGIATAN, DAN SASARAN SUB

KEGIATAN

e

ilo PROGRAMIT(EGIATANISUB
KTGIATAIT

SASARAII PROGRAU /KELUARAII
KEGIATAIY / SASARAN ST'B

I(EGIATAIT
I I. t((J\rt(6lvr rDt\ U l\Jfll\ tr

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KAE}UPATEN/KOTA

Ter'laksanarrya Penunjang Urusair
Pemerintahan Daerah Kabupaten

Perencanaan, Pengangga-ran,
dan Evaluasi Kineria
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan,
Pengangg ararr, dan Evaluasi Kineria
Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

2 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

3 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RI(A-SKPD

4 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan
l"aporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

Terseciianya Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

6 i Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kineda
dan Ikhtisar Realisasi
Kineda SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
dan tkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan l,aporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerl'a
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Terlaksananya Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

11 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase Layanan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

8 Penyediaan Gaji dan
T\rnjangan ASN

Tersedianya Gqji dan Tunjangan ASN

ril-26
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PROGRAil/KEGTATAn/SUB
KEGIATAIT

sAsARAn PROGRAM / ITELUARAN
KEGIATAIT / SASARAIT SUB

KEGIATAN
9 Feiaksarraarr Fe rra Lausairaari

dan Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

Tcrlaksarrariya Perrat ausatiaari dari
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

10 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
6^l---,- GtthnI alrufl irl\rl,

Tersedianya l"aporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordiriasi Penyusunan Laporam
Keuangan Akhir Tahun SKPD

11 Koordinasi dan Penyusunan
l"aporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Seme steran
SKPD

!.11 Advnirricfra qi Flarano IVTiliL

Daerah pada Perangkat
Daerah

Persentase Layanan Administrasi
Barang Milik Daerah (BMD) pada
Perangkat Daerah

t2 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Tersedianya Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

13 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

1V Administrasi Kepe gawaian
Perangkat Daerah

Persentase Layanan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

T4 Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Terlaksan arlya Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja Pegawai

15 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Terlaksaaanya Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

16 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan
Perundang- Undangan

L7 Bimbingan Teknis
Imnlementa si Peraturan
Perundang-Undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Implem.entasi Peraturan Perundang-
Undangan

V Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase Layanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

18 Penyediaan Komponen
insiaiasi Lisirik/ Pe nerangan
Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi
ListrikT Penerangan Bangunan Kantor

19 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

20 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tang6;a

2t Penyediaan Bahan l"ogistik
Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

22 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

0l
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lVO
PROGRAU / I(TGIATAIT / SUB

KEGIATAIT

SASARAII PROGRAU / I{ELUARAIV
ITEGIATAIT / SASARAIT SI'B

KTGIATAIY
2J Pcrrycdiaani tsaliau Bacaanr

dan Peraturan Perundang-
undangan

r cl'scurarrya ballatl E acaarr uanl
Peraturan Perundang- undangan

24 Penyediaan Bahan/ Material Tersedianya Bahan/ Material
25 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan

Tamu

26 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

27 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

28 Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Te rlaksananya Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

v1 Pengadaan Barang Miiik
Daerah Penunjang Urusal
Pemerintah Daerah

Barang iviilik Daerah (BN/iDi Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah yang
Diadakan

29 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan dan Mesin
I"ainnya

30 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
l,ainnya

v11 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

31 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

32 Penyediaan Jasa
Knrnrrnilrasi .Srrrnhcr f)awa
Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
I)awa Air dan Iistrik

33 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum
Kantor

v111 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah vans
Dipelihara

34 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

35 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau l,apangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

36 Pemeliharaan Mebel Te rlaksananya Pemeliharaan Me bel

37 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Terlaksan ar:y a Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

6
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lrto PROGRAU / ITEGIATAIT / SUB
KEGIATAIT

SASARAIS PROGRAU / I{TLUARAIT
NTGIATAIT / SASARAIT SI'B

ITIGIATAIT
J6 Fcruclihar aauT' Rchabili Lrsi

Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Terlaksarrarrya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

39 Pemeliharaan/ Re habilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan L,ainnya

Te rlaksananya Pemeliharaan/
Rehabiiitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
l"ainnya

II PROGRAM
PEI{YELENGGARAAN
PENGAWASAN

Te rlaksananya Penyelenggaraan
Pengawasan

Penyelenggaraan
Pengawasan Internal

Tersusunnya laporan, kesepakatan,
dokumen hasil penyelenggaraan
pengawasan internal

40 Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengawasan Kineq'a
Pemerintah Daerah

4t Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

42 Reviu Laporan Kinerja Terlaksananya Reviu Laporan Kineq'a

43 Reviu Laporan Keuangan Terlaksananya Reviu Laporan
r\euarrE,arr

44 Pengawasan Desa Terlaksananya Pengawasan Desa
45 Kerja Sama Pengawasan

Internal
Terlaksananya Pengawasan Internal
yang Terbentuk

46 Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Tindak l"anjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

11 Penyelenggaraan
T)^--^-,.^ ^^- l^-^^-,T\,:., ^-r UrISd.wctJcul. tlurrEctlr I trJt.cur
Tertentu

Tersusunnya laporan hasil
-^--.^l^-^ ^* l^-^^-
PU r rJ U lU rr6BcLl dd.rr P\, r r5d- w crDd,r r uu rr6cu I
tujuan tertentu

47 Penanganan Penyele saian
Kerugian Negara/Daerah

Terlaksananya Penyele saian Kerugian
Negara/ Daerah yang Ditangani

48 Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu

Terlaksananya Pengawasan Dengan
T\rjuan Tertentu

III PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

Terlaksananya Perumusan Kebijakan,
Pendampingan, dan Asistensi

1 Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

Tersusunnya rekomendasi hasil
penyelenggaraan perumusan
kebijakan teknis bidang pengawasan
dan fasilitasi pengawasan

49 Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan

Terlaksananya Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Pengawasan

50 Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan

Terlaksananya Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan

t
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u Fendaiupiiigan dari Asistcnsi Terlaksariariy a ke giatan
pendampingan dan asistensi dan
jumlah perangkat daerah yang
dilakukan pendampingan dan
asistensi

51 Pendampingan dan Asistensi
Urusan Pemerintahan
Daerah

Terlaksananya Pendampingan dan
Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah

52 Pendampingan, Asistensi,
Verifrkasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Pe ndampingan,
Asistensi, Veriflkasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi

53 Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

Pen<iampingan, Asistensi
dan Verifikasi Penegakan
Integritas

Terlaksan€rnya Pendam pingan,
Asistensi dan Verifikasi Penegakan
Integritas

54
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PEI{UTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai

penyempurnazrn Renja yang telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan

yang belum terencana sebelumnya. Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Purworejo. Perubahan Rencana kerja ini memberikan

gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator

kinela dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Catatan Pentlng.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa

kesimpulan yang terkait dengan Perubahan Rencana Keg'a Inspektorat

Kabupaten Purworejo Tahun 2O23 yattu :

1. Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melaksanaan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun pada awal

tahun belum dapat maksimal dikarenakan adanya penugasan-

penugasan mandatori prioritas yang harus dilaksanakan.

2. Adanya penyesuaian desain aktifitas kegiatan yang harus

menyesuaikan pedoman pelaksanaan yang baru.

3. Penyesuaiarl pagu program dan kegiatan akibat adanya perubahan-

perubahan tersebut diatas dilakukan dengan rekomposisi dan

efisiensi pagu anggaran tahun berjalan.

4.2. Kaidah-Kaldah

Kaidah-kaidah dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023,

Inspektorat Kabupaten Purworejo meliputi :

1. Memperhatikan Evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun berjalan.

2. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan

belum terakomodir dalam Renja Tahun 2023.

3. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

5. Proses penyusunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

t
IV- 1
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4.3. Rencana Tlndak lanJut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan

Perubahan Renja Tahun 2023 antara lain :

1. Mengoptimalkan sarana, sumber daya dan anggaran yang ada untuk
mencapai target kineg'a program, kegiatan dan subkegiatan yang telah

ditetapkan;

2. Mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan

pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

3. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pelaksanaan

Perubahan Renja Tahun 2O23 akan dijadikan acuan dalam rangka

penyusunan anggaran sehingga kebutuhan-kebutuhan yang belum

terakomodir dapat terdanai. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan

kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis.

\
BUPATI PURWOREJOI

fGUS BASTIAN
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